
PENfATURAN DAERAH KOTABONTANG 

NOMOR 5 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWJI.BAN PELAKSANAAN ANGGARAU PENDAPATAN DAN 

BELAl'JADAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 

DENG. \N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BONTANG, 

Menimbang : a. bahwa mtuk melaksanakan ketentuan j.asal 184 ayat (1) Undaig 

Undanj Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae -ah 

sebagai nana telah diubah clengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun t008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peratu 'an 

Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APED kepnda 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IDPRD) berupa Laporan 

keuang, t11 yang telah diperiksa oleh Ba clan Pemertksa Keuangan 

paling 1 unbat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir: 

b. bahwa · ierdasarkan perttmbangan sebag.umana dimaksud huru. a. 

perlu n enetapkan Peraturan Daerah ter.tang Pertanggungjawahan 

Pelaksa iaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tar un 

Anggar. n 2012 ;  

Mengingat 1 .  Undang -Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaruan 

Negara '.Tang Bersth dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Norum- 75, 

Tambal an Lernbaran Negara Norum- 3851) ;  

2. Undans-Undang Nornor 47 Tahun 19!19 tentang Pembentukan 

Kabupa Len Maltnau, Kabupaten Nunukan .Kabupaten Kutai Timur 
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clan Ko .a Bontang (Lembara:n Negara, Republik Indonesia Tall un 

1999 Plornor 175, Tambahan Lembar .. in Negara Nomor 3836) 

sebagai nana Uncla:ng-unclang Nomor 7 Tahun 2000 (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambalan 

Lembar.in Negara Nomor 3962); 

3. Unclang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lemba: an Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor '17, 

Tambal ,an Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Unclang-Unclang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 

5, Taml.ahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Unclang Unclang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemertksaan 

Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaan 

Negara . Republik Indonesia Tahun 20(14 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4400); 

6. Unclang Unclang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Inclunesia Tahun 2004 Nor.ior 

I Zfi.Tamba.han Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 

cliubah terakhir clengan Unclang-Unclang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lemba an Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, 

Tambal .an Lembaran Negara Nomor 4844); 

7. Peratur m Pemertntah Nomor 24 Tahun 2005 ten tang Stan :lar 

Akunta ist Pemerintahan sebagatrnana telah cliubah denr.an 

Peratur in Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

8. Peratur in Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Pertmbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indone sat 

Nomor -i575); 
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9. Peratur.m Pemertntah Nomor 56 tentang Ststem Informasi 

Keuangm Daerah (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tah un 

2005 J\ omor 138,Tambahan negara Republik Indonesia Nomor 

4576); 

10. Peratur m Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan 

Keuangm Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal.un 

2005 N .rmor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor .f,578); 

1 1 .  Peratur 111 Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman 

Pembtnian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Ind- .nesia Tahun 2005 Norior 

165, Ta:nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45f13); 

12. Peratur in Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pelaporan 

Keuang-m clan Ktner]a Instansi Peme-intah (Lembaran Neg-rra 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturm Mentert Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 t.entang 

Pedoma n Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 59 Tahun 2007; 

14. Peratur m Daerah Kota Bon1.ang Nornor 7 Tahun 2007 tentang 

Pokok-j iokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dae"'ah 

Kota Bc-ntang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor ')) sebagaimana telah cliubah clengan Peraturan Daerah Kota 

Bontan; Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah :Kota Bontang Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentung 

Pokok-jokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15 .  Peratur 'ill Daerah Kota Bon tang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Anggan.n Pendapatan clan Belan]a Daerah Kota Bontang Tahun 

Anggar..n 2012 (Lembaran Daerah Kola Bontang Tahun 2011  

Nomor ,2); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PER\7AKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG 

dan 

WALIKOTA BONTANG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2012. 

Pasal 1 

( 1 )  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan 

memuat: 

a. Laporr.n Realisasi Anggaran; 

b. Nerac..: 

c. Laport .n Arus Kas; dan 

d. Catatsn atas Laporan Keuangan 

(2) Laporan Keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dtlamntrt 

dengan Iaporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan Re2 lisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2C 12 sebagai berikut: 

a. Pendapa l an 

b. Belanja 

c. Pernbiaya an 

- Penerirr: aan 

- Pengelu lran 

Pembiayt an Netto 

Surplus I (Defisit) 
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Rp. l.484.501.942.787,61 

Rp. l.262.164.566.361,2,3 
.  

Rp. 222.337 .376.426,33 

Rp, 243.241.846. 792, Hl 

_Rp. 8.000.000.000,0(1 

Rp. (235.241.846. 792, l:9) 



Rp. l .331.491.010.022,E :l  

Rp. 1.484.501.942.787,Cl 

Rp. 153.010.932.764,80 Selisih lebih/(Kurang) 

a. 
perul .ahan 

b. Reali sast 

Pasal 3 

Uraian Laporen Realisasi Anggaran sebagatrnana dimaksud dalam pasal 2 

sebagai beriknt: 

( 1) Selisih , .nggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Up. 

153.010.932.764,80 dengan rincian sebagat berikut: 

Angg.rran penclapatan setelah 

(2) Selisih .mggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 

278.568. :?90.453, 72 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Angga.-an Belanja setelah Perubahan Rp. 1.540.732.856.8'!5,00 

b. Realis ist Rp. l.262.164.566.361,28 

Selisih lebih/(Kurang) Rp. 278.568.290.453, '72 

(3) Selisih ar ggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp. 431.n79.223.218,52 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Surplus (defisit) setelah perubahan Rp. 209.241.846.792,U) 

b. Realisasi Rp. 222.337.376.426,3:� 

Selisih leliih/(Kurang) Rp. 431.579.223.218,52 

(4) Selisih Allggaran clengan realisasi penerimaan pembiayaan sejurnlah 

Rp. 0,00 dengan rincian sebagat berikut: 

a. Anggai .m Penerimaan pembiayaan setele h 

peruba nan 

b. Realtsast 

Rp. 243.241.846.792,10 

Rp. 243.241.846. 792, Hf 

Selisih lebih/(Kurang) Rp. 0,00 

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 

Rp. 26.000.000.000,00 dengan rtncian sebagai berikut: 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah 

pcrulahan Rp. 34.000.000.00Q,OO 
; 

b. Realtaist Rp. 8.000.000.000.00 

Selisih lebih/(Kurang) Rp. 26.000.000.000,00 
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(6) Selisih arr.garan dengan realisasi pembiaya.m netto sejumlah 

(Rp. 26.0l'i0.000.000,00) dengan rincian srbagai berikut: 

a. Anggai .in Pembiayaan netto setelah 

peru ba han 

b. Reallsc sl 

:Rp. 209.241.846. 792, l :)) 

fRp. 235.241.846. 792, H!J. 

Selisih lebih/(Kurang) Rp. (26.000.000.000,(10) 

Pasal 4 

Neraca sebagumana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desem oer 

2012 sebagai berikut: 

a. JumlahA ·et Rp. 4.345.826.375.926. 38 

b. .Jumlah k wajiban 

c. Jumlah E:,:uitas Dana 

Pasal 5 

Rp. 6.917.407.691,00 

Rp. 4.338.908.968.235,38 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c urr.uk 

Tahun yang berakhtr sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut: 
/ 

a. Saldo Kas •,wal per 1 Januari 2012 Rp. 242.561.311 .51  l ,  19 

b. Arus Kas l,ari Aktivttas Operasi 

c. Arus Kas c::u-i Akttvitas Investasi Aset 

Rp. 632.484.121.691.57 

non Keuan �an (Rp. 410 .146.745 .265 .  24) 

d. Arus Kas <: art Aktivitas Pembiayaan (Rp. 8.000.000.000. :)OJ 

e. Arus Kas r.art Aktivitas Non Anggaran Rp. 475.058.647/iO 

f. Saldo Kas 1<khir per 31 Desember Tahun 20 ! 2 Rp. 458.555.074.237,52 

Pasal 6 

Catatan atas 'aporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d 

tahuri anggar..n 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos 

pos laporan F::,uangan. 

Pasal 7 

Pertanggungj. waban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagumana dimaksud pada Pasal 1 1crcantum clalam lamptan 

Peraturan Da-rah ini; 
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a. Lampiran 

Lampiran l . 1 

Lampiran .2 

Laporan Realisasi Anggaran; 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut 

urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi; 

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Belanja 

Daerah menurut urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja clan 

Lampiran • . 3  

Pembiayaan; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

Lampiran ' . 4  

Lampiran . . .  5 

Lampiran \.6 

Lampiran .7 

Lampiran : . 8 

Lampiran '. .9  

Lampiran ·: . 1 0  

Lampiran . 1 1  

b. Lampiran !I 

c. Lampiran 1 n 

d. Lampiran i V  

Organtsast, Program dan Kegiatan: 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

Pemerintahan Daerah clan fungsi dalam rangka 

Pengelolaan Keuangan Negara; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah; 

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan 

Aset Tetap Daerah; 

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan 

Aset lain; 

Daftar Kegiatan-kegtatan yang belum diselesaiLan 

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 

dalam Tahun Anggaran berikutnya; 

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

Daftar Plnjaman Daerah dan Obligasi Daerah; 

Neraca 

Laporan Arus Kas 

Catatan atas Laporan Keuangan 

Pasal 8 

: 

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(2) terdiri dari. 

a. Laporan ki .ier]a tercantum dalam lampiran \T Peraturan Daerah ini; 

b. Ikhtisar Ia ooran Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan 

Daerah teriantum dalam lampiran V1 Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 9 

Walikota meuetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungj:.waban Pelaksanaan APBD sebagat rincian lebih lanjut dart 

Pelaksanaan APBD. 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Da erah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Bontang. 

ditetapkan di Bontang 

pada tanggal, 1 1  November 2013 

WALIKOTA BONTANG, 

� p � I- /  
ADIDARMA 

diundangkan di Bontang 

pada tanggal 1 1  November '.�013 

SEKRETARIS DAERAII, 

-ee-e--' ----'"vv\_.- 
ASMUDIN 

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2013 NOMOR 5 

8 


